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MX.NIIRI NEGARA PERENCANAAN Pf,MBANGUNAN NASIONAL/

KEPAT.A. BADAN PERENCAU\AAN PDMBANGL]NAN NASIONAL,

,\4('rrinlbeng bahwa dalam rangka mewujudkan lata kepemerintahan yanS baik
di lingkunSan penferintahan atau sektor pnlthk (gt<tl public
governance) secata konsisten dan berkelanjutafl, Pemerinfah

Indonesia sedang fllelaksanakan Proyck Kebijakan Refonnasi Audit

Pnbllk (.*ate Audil Relbtm-Setor Dcveloplnent Pto-iectL

bahwa d^lanl rangka mendukunS pelaksanaan Proyek

sebaSainuna dinuksud dalam huruf a, perlu dilakukan koordinasi

antar instansi terkait;

bahwa berdasarkan perfinlbanSan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a dan huruf b, perlu membentuk tim Kootdinasi PendukunS

Proyek Kebijakan Reformasi Audit Publik rsrrle Au.lit Rcfom-
Sec tor Developme n t Prcjec t,
bahwa pejabat dan pe8awai '/ant namanya tercantunl dalanl

Iampiran Keputlsan ini diang3lp manpu dan ntemenuhi
persyalatan untuk duduk dan melaksaflakan tu8as sebaSai an8Sota
'l'im Koordinasi PcndukunS froyel Kebtakan Refornrasi Audit

Pu.bllk (Slate Au.lil Refoiltl- Se. tor [reveLrpnle t Ptqlect],

it

Mengin8at : I

b

cl

UndanS-UndanS Nonlor 47 Tahuu 2009 tentang Al188aran

Pendalratan dan Belanja NcSara Tahun AnSSaran 20l0 (l,embaran

Negara Republik lndonesia Tahun 2009 Nomor 156, Tanlbahalr

Lembaran NeSara Republik Indonesia Nonror 5075);

2. Keputusan



2 Keputusan Presiden Nomor 42 \ahun 2002 tentan3 Pelaksanaan

Ar.LSatan Pendapatafl dan Belanja NeSara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lemba%n
Negara Republik Indonesia Nomor 4212') sebagair..ana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nornor
72 Tahur 2004 (Irmbaran Negara Republik Indoflesia Tahun
2004 Nomor 92, Tambahar. Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4418);

Peraturan Presiden Nomor I Tahun 2005 tentang Kedudukafl,
Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan'lata Kerja Kemente an

Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Peraturafl Presiden Nomor 20 Tahnn
2008;

Peraturan Prcsiden Nomor 82 Tahun 2007 tentan9 Badan

Perencanaan Pembangunan Nasional;

Peraturan Menteri NeSara Perencanaan Pembanguuan

Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Nomor PER.004/M.PPN/09/2007 tentang Pedoman Pen),usunan

Rencana AnSgaran dafl Biaya (RAB) Kegiatan di Kementerian

Negara Perencanaafl Pembangunan Nasional/Badan Petencanaan

Peftbangunatr Nasional sebaSaimana telah beberap^ kali diubah,
terakhir dengan Peraturan Menteri Ne8ara Perencanaan

PeftbahSunan Nasional/Kepala Badaa Pereflcana 1 Pembangunan

Nasional Nomor PER.003/M.PPN/09/2008;

Peraturan Menteri Negara Perenc4naan Pembanguaan

Na$ionallKepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Nomor PER. 005 /M.PPN/ 10/2007 tefltafl8 Organisasi dan Tata

Kerja Kementelian Negara Pereflcanaafl Pembangunan

Nasional/Badan Perencanaan PembanSunan Nasionali

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN MXNTIRI NXGARA PERENCANAAN PIMBANGUNAN

NASIONAL/KEPA],A BADAN PERENCANAAN PEMBANGI'NAN

NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PINDTIKT'NG

PROYEK KXBUAKAN RITORMASI AUDIT PI'BLIK (STATE AUDTT

REFORJVI. SECIOR DEVTLOPM ENT PROIEA).
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Membentuk Tirr Koordinasi Pendukung Proyek Kebijakan Reformasi

Audit Pubfik (Shtc Audit Relbm-Sector. I)cvclopneit prcject), ontuk
selanjutnya discbut Tim Koordinasi, dctrgan susunan keanggotaan

sebaSaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Tim Koordinasi terdiri atas Tim Pengarah dah Tim Pelaksana.

Tim PenSarah bertugas :

a. nlelakukah koordinasi, penuntauah, p€ngawasan dan evaluasi atas
hasil-hasil pelaksanaar State Audit Relbtn-kctor lbvelopnent
Prolcl (STAR-SDP), khususny4 target atau sasaran yang telah
ditetapkan;

b. melakukan pertemuan berkala untuk memberikan pengarahan atas
pelaksanaan keSiatan dalam komponen program loan dan dalam
kofipor.en investment loa4 dan

c. melaporkan hasil pelaksanaan program dan pencapaiafl STAR-SDP

kepada Mcnteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala
Badan Perencanaan Pembansunan Nasional (Meflteri Negara
PPN/Kepala Bappenas).

Tim Pelaksana berlu8as :

a. mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan oleh Tim Pengarah

untuk penSambilan kebijakan berkaitan den8an pelaksanaan SIAR-

SDP baik yanS b€rhubunSan dengan perencanaan, pelakanaan,
rhonitorinS maupun evaluasi program;

b. rhelakukan pertemu4n koordinasi secara berkala dengan instaflsi-
instansi penrerintah terkait dalam rahgka lrelaksanaan STAR-SDP,

tdrususnya kegiatan di komr,Jne]J. iflveshtenl loaq
c. melakukan penlantauan dan evaluasi atar target alau sasarah yang

ditetapkan dalam STAR-SDP;

d. rnelaporkan hasil-hasil perkemban8an pelakanaan STAR-SDP kepada
Tim Pengarah; dan

e. melakukan tuSas laihnya yanS diamanatkan oleh Tim Pengarah.

Dalatu pelaksanaan tugasnya, Tirr Koordinasi dapat dibantu oleh

Sekietarial yang akan dibentuk melalui Keputusan Ketua Tim PenSarah.

Segala biaya yang diperlukan dalanr langka pelaksanaan tugas Tinl
Koordinasi dibebankan pada Anggaran Pendapatin dan Belanja NeSara

Kemeflterian Negara PPN/Bappenas Tahun AnSSaran 2010.
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KI;II UT]H Dengan berlalrrnya Keputusan ini nuka Keputusan Menteri NeSara

Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan

Pembangunan Nasional Nomor KEP.20IM.PPN/HK/01/2009 tentanS

Pembentukan Tim Koordinasi PendukunS Proyek Kebuakan Reformasi

Audit Pubfik (State Audit Retbrnr-Sector Developn ent tlojecO,
drnyatak n dicabut dah lidak berlaku la8i.

KEDILAPAN : Keputusan i11i bel laku sejak tanS8al ditetapkan

Dileiapkan di Jakafia
pada tan:€al 25 Januart 2O1A

NEGATA PERINiCANAAN PEMBANGUNAN NIASIONAI,/ 4MXNTERI

lQrseNl BADAN NASIONAL,

/
ARMIDA S. ALISJAHBANA

Tembusan Keputusan ini disamoaikan kepada Yth.

1. MenteriNeSaraPPN/KepalaBappenas;
2. DirekturJenderal An3f.at^n, Departefl€n KeuanSan;

3. DirekturJenderalPerbendaharaan, Departemen KeuanSan;

4. tnspektur Utama, Bappenas;

5. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana, Bappenas;

6. Kepala Biro Hukum, Bappenas;

7 . Pej^b^t Pembu l Komitmen (PPK) Deputi BidanS Politik, Hukum, Peflahanan, dan

Keamanar Bappenas;

8. YanS bersanSkutan.


